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ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai
penetapan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang termuat
dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu
menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XX1/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden
minimal 40 tahun. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai uji
materi dan landasan yuridis terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden serta
adanya penambahan frasa pada putusan ini yaitu telah atau pernah dalam menjabat
sebagai syarat usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang
diambil dari pengalaman keterpilihan dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi
selaku negative legislator mestinya tidak menambah norma baru, karena hal itu
merupakan kewenangan dari DPR selaku positive legislator. Oleh karena itu,
Mahkamah Konstitusi dinilai telah melanggar batas kewenangannya. Kemudian,
persoalan tentang kegaduhan yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi ini perlu
dilakukan penyortiran bagaimana Islam memandang putusan Nomor 90/PUU-
XX1/2023 perspektif Maslahah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis
normatif atau penlitian kepustakaan (library research). Sifat Penelitian ini bersifat
deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang
berkaitan dengan teori teori hukum. Pendekatan Penelitian menggunakan Perundang-
Undangan (Statute Approach). Sumber Data yaitu data primer dan sekunder. Analisis
data deduktif kualitatif dengan menggunakan pandangan legal reasoning dan
Maslahah.

Hasil penelitian ini adalah pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tidak sepenuhnya memenuhi standar legal reasoning
yang baik dan benar dalam sistem konstitusional. Terdapat indikasi bahwa keputusan
yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak sepenuhnya berdasarkan analisis hukum yang
mendalam dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh faktor yang berpotensi
menguntungkan pihak tertentu yang bertentangan dengan nash terkait kriteria Hakim
dalam Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 juga dinilai
bertetangan dengan pasal tentang kekuasaan kehakiman. Tidak hanya itu, terkait
syarat usia capres dan cawapres juga dinilai bertentangan dengan Kkriteria usia
pemimpin sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Putusan ini mengancam
kepentingan umum serta stabilitas sosial. Sehingga, legal reasoning Hakim dalam
memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 ini tidak
mencapai tujuan penting dari maslahah, yaitu kemaslahatan.

Kata Kunci: Legal Reasoning, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Syarat Usia
Capres Cawapres, Pemilu, Maslahah.



ABSTRACT

The determination of the age of presidential and vice presidential candidates
as stated in Article 169 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning elections has
drawn pros and cons among the public. Constitutional Court Decision Number
90/PUU-XXI1/2023 concerning the minimum age requirement for presidential and
vice presidential candidates is 40 years. Law Number 7 of 2017 concerning elections
as a judicial review and legal basis for the age of presidential and vice presidential
candidates and the addition of a phrase to this decision, namely having or having
served as the minimum age requirement for presidential and vice presidential
candidates taken from the experience of being elected in general elections. The
Constitutional Court as a negative legislator should not add new norms, because this
is the authority of the DPR as a positive legislator. Therefore, the Constitutional
Court is considered to have violated the limits of its authority. Then, the issue of the
commotion that occurred at the Constitutional Court needs to be sorted out how
Islam views Decision Number 90/PUU-XX1/2023 from a Maslahah perspective.

The type of research used in this study is normative legal research or library
research. The nature of this research is descriptive analytical which reveals the
regulations of the Law related to legal theories. The research approach uses
Legislation (Statute Approach). Data sources are primary and secondary data.
Qualitative deductive data analysis using the legal reasoning and Maslahah views.

The results of this study are that the decision of the Constitutional Court
Number 90/PUU-XX1/2023 does not fully meet the standards of good and correct
legal reasoning in the constitutional system. There are indications that the decisions
made by the Panel of Judges are not entirely based on in-depth and transparent legal
analysis, but are influenced by factors that have the potential to benefit certain parties
that contradict the texts related to the criteria for Judges in Islam. The Decision of the
Constitutional Court Number 90/PUU-XX1/2023 is also considered to be contrary to
the article on judicial power. Not only that, the age requirements for presidential and
vice presidential candidates are also considered to be contrary to the age criteria for
leaders as regulated in Islam. This decision threatens the public interest and social
stability. Thus, the Judge's legal reasoning in deciding the Constitutional Court
Decision Number 90/PUU-XX1/2023 did not achieve the important goal of
magslahah, namely public interest.

Keywords: Legal Reasoning, Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Age

Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates, Elections,
Maslahah.
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MOTTO

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan
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I. Konsonan Tunggal
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\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
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z Jim J Je
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¢ Kha’ Kh K dan h
2 Dal D De
5 L Zal 7z Z (dengan titik di atas)
2 Ra’ R Er
5 | za z Zet
o Sin S Es
8 Syin Sy Es dan ye
o= Sad $ Es (dengan titik di bawah)




o= Dad d De (dengan titik di bawah)
L Ta t Te (dengan titik di bawah)
L 7a z Zet (dengan titik di bawah)
& ’Aln ‘ Koma terbalik ke atas
¢ Gain G Ge
- Fa’ F Ef
3 Qaf Q Qi
& Kaf K Ka
J Lam L ‘el
B Mim M ‘em
O Nin N ‘en
3 Wawu W W
° Ha’ H Ha
e Hamzah ‘ Apostrof
< Ya’ Y Ye
Il. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap
A ditulis Sunnah
dal ditulis ‘illah




I1l. Ta’ Marbiitah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan h
saslall ditulis al-Ma’idah
Alass) ditulis Islamiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam
bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki

lafal aslinya).
b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu
terpisah, maka ditulis dengan h
Dlie 4 lildd ditulis Mugaranah al-
Mazahib

1VV. Vokal Pendek

1 - fathah ditulis a
2 - kasrah ditulis i
3 b dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

1 | fathah + alif a ddals Jjahiliyyah

2 fathah + alif a e yas'‘a
layyinah/ya’ mati

3 | Kasrah + ya’ mati r S karim

Xi



4 | dammah + wau mati i Uasf furiid

V1. Vokal Rangkap
fathah + ya’ mati ai 2Sin bainakum
fathah + wau mati au JsA qaul

VII1. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof
Al a’antum
el u’iddat
ol la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila diikuti huruf gamariyyah

ol Al al-Qur’an

osbadl) al-giyas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)-nya.

elaudl as-sama’
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asy-syams

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

s il 5

zawi al-furad

-, ]’! i

ahl as-sunnah
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan usia calon Presiden
dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang termuat pada Pasal 169 huruf g
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menimbulkan
perdebatan dan mendatangkan adanya perselisihan. Perdebatan dan perselisihan
ini dimulai dari perbincangan pembahasan batasan usia seseorang Yyang
memandang sebagai salah satu tolak ukur untuk merancang persyaratan pemimpin
dalam kontestasi politik.! Beberapa orang berpendapat bahwa penetapan batasan
usia merupakan suatu elemen yang menjamin pemimpin memiliki pengalaman
dan kematangan yang diperlukan. Sedangkan Sebagian orang lainnya berpendapat
bahwa batas wusia yang telah ditetapkan dimungkinkan tidak selalu
mempresentasikan bobot dari seorang pemimpin.? Hal ini sejalan dengan
pandangan Bivitri Susanti bahwa kemampuan seseorang dalam hal kapabilitas

dan kecerdasan politik tidak harus ditentukan berdasarkan usia.®

! Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, “Dinamika Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil
Presiden,” Jurnal Hukum, Vol. 8:1 (2024), him. 100-131.

2 Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Figh Siyasah
terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XX1/2023 tentang Batas Usia Capres dan
Cawapres,” Jurnal llmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4:1 (2024), him. 253-60.

3 S Pujianti,Bivitri, “Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional,”
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2, diakses 10 November
2024.



https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengadilan
dalam konteks pemilu. Kewenangan dan kewajiban ini diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1) dan
Ayat (2). Pada Ayat (1) mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai
politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum”. Sementara itu, dalam Pasal 24 Ayat (2) mengatakan
“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau
Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di ruang
publik. Alasannya, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUUXXI1/2023 yang merupakan pengajuan gugatan dari seorang mahasiswa
Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbirru. Putusan tersebut terkait
syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden minimal 40 tahun.* Putusan ini
tentang penambahan telah atau pernah dalam menjabat sebagai syarat usia
minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diambil dari
pengalaman keterpilihan dalam pemilihan umum, menyebabkan timbulnya
polemik dikalangan masyarakat. Dasar hukum gugatan tersebut mengacu pada

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai uji materi

4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023.



dan landasan yuridis terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengujian
tersebut memuat adanya confict of interest dengan salah satu Hakim Mahkamah
Konstitusi yakni Anwar Usman pada Senin, 16 Oktober 2023. Andi Sandi
Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan bahwa masalah sentral putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 adalah konsistensi.® Hal ini
menyoroti kemungkinan adanya motif politik yang mempengaruhi putusan yang
dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 ini menjadi
semakin ramai di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan adanya pro dan
kontra.® Hal ini juga menimbukan keraguan tentang rasionalitas kebijakan dan
meningkatkan kemungkinan adanya pengaruh kelompok tertentu terhadap
keputusan perubahan kebijakan dan menyebabkan banyaknya sejumlah laporan
pelanggaran kode etik yang diajukan. Jimly Asshiddigie menjelaskan bahwa
Mahkamah Konstitusi berperan sebagai negative legislator, bukan positive
legislator. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif
yang hanya mempunyai kewenangan untuk menegakkan dengan membatalkan
atau membiarkan norma yang dibentuk olen DPR bersama Presiden, yang
bertugas sebagai positive legislator, tetapi dapat menjadi positive legislator
(pembuat norma) apabila ada undang-undang yang melanggar konstitusi dan atau

keadilan in casu pancasila, konstitusi, prinsip keadilan.

> Mellani Mugia Adhita, “Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara
Pengujian UU Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/PUU-XX1/2023,”
Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol. 1:2 (2023), him. 1-17.

6 “Mahkamah Konstitusi Meski Dibatasi,” https:/jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/
mahkamah-konstitusi-mesti-dibatasi, diakses 1 Maret 2024.




Tidak hanya itu, norma syarat usia calon Presiden dan calon Wakil
Presiden juga dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia. Karena pemohon
dalam putusan tersebut mendalilkan dengan batu uji Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1)
dan (3). Pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan warga negara. Pasal 28D ayat (1) dan
(3) terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi
pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan prinsip Hak Asasi Manusia
(HAM), norma syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus
dibatalkan. Alasannya, hak memilih dan dipilih seharusnya menjadi hak
fundamental dalam satu tarikan nafas yang menyatu pada setiap warga negara.
Artinya, setiap warga negara harus mendapatkan hak memilih dan dipilih secara
bersamaan. Jangan hanya punya hak memilih tetapi tidak punya hak dipilih, agar
tidak melanggar prinsip universal dan fundamental dalam Hak Asasi Manusia
(HAM). Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang pemilu menyatakan bahwa warga
negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai
hak memilih. Dengan demikian, warga negara yang memenuhi syarat tersebut
juga boleh dipilih.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah bisa Mahkamah membatalkan
norma hukum, sementara petitum permohonan tidak menyebut membatalkan
Pasal 169 huruf (q) tapi ada alternatif penambahan norma atau frasa? Mahkamah

Konstitusi memang sebaiknya tidak memutus melebihi permohonan, maka



harusnya permohonan tidak dapat diterima. Permohonan diterima jika petitum
adalah membatalkan norma, bukan menambah frasa atau merubah norma,
misalnya dari umur 40 menjadi 35 tahun.

Selaku penafsir terakhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan
pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kesempatan untuk
melakukan penafsiran konstitusi melalui putusan yang dikeluarkan dalam
pelaksanaan  kewenangannya, terkhusus pada kewenangan pengujian
konstitusionalitas undang-undang yang langsung memiliki kekuatan hukum
mengikat serta hukum tetap. Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa, selain
Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai lembaga yang berperan sebagai penjaga
konstitusi dan penafsir akhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki
peran dalam penjaga demokrasi, pelindung hak konstitusional warga negara dan
pelindung Hak Asasi Manusia (HAM).’

Dalam konteks demokrasi, terutama dalam kontestasi pemilihan umum
tahun 2024, kasus ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara
kekuasaan politik dan aspek-aspek hukum. Pada konsteks politik, konsep
positioning merujuk pada kemampuan kelompok atau individu untuk
menggunakan kekuasaan dengan cara memengaruhi pihak lain dan mobilisasi
untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum dan momentum politik memiliki potensi
besar untuk menjadi pilar-pilar penting dalam memperkuat demokrasi, tetapi
harus dikelola dengan hati-hati. Potensi penghianatan terhadap nilai-nilai

demokrasi yang dapat mengancam kualitas politik national dan membuka jalan

7 U. Argawati, “Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi,”
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2, diakses 10 Desember
2024.
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bagi Presiden negatif sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu,
diperlukan tindakan yang cermat untuk memastikan bahwa proses politik dan
pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar demokrasi.

Dalam konteks peradilan di Mahkamah Konstitusi, terdapat asas-asas yang
berlaku bagi semua peradilan, dan ada asas-asas khusus yang sesuai dengan ciri-
ciri khusus Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah asas imparsialitas dan
independensi yang memerlukan investigasi dan persidangan kasus yang objektif,
dan pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Hakim dan lembaga peradilan
harus berpegang teguh pada asas independensi. Artinya, mereka harus bertindak
adil dan menjaga netralitas terhadap para pihak dalam suatu litigasi, tanpa
dipengaruhi oleh lembaga atau kelompok kepentingan tertentu.

Independensi dan imparsialitas memiliki tiga dimensi; yaitu fungsional,
struktural, dan personal. Aspek fungsional menegaskan bahwa lembaga negara
lain dan semua pihak dilarang mempengaruhi atau mencampuri jalannya
penyidikan, proses hukum, dan penyelesaian masalah. Dimensi fungsional
diperkuat oleh independensi dan imparsialitas Hakim dalam dimensi struktural
dan personalnya. Dari perspektif struktural, lembaga peradilan juga memiliki
kewajiban untuk bertindak secara independen dan tidak memihak sesuai dengan
standar sehingga proses peradilan tidak dipengaruhi atau dikompromikan dan
tidak berpihak. Namun, dari sudut pandang pribadi, Hakim memiliki
kebijaksanaan berdasarkan keterampilan, tanggung jawab, dan kepatuhan mereka
terhadap kode etik dan pedoman perilaku. Asas imparsialitas dan independensi

Hakim Mahkamah Konstitusi ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan



Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang
pelaksanaan deklarasi etik dan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim,
menjadikan agama sebagai kerangka dasar yang diacu oleh pemeluknya dalam
membuat atau mengambil keputusan, termasuk aktifitas kenegaraan dan proses
berpradilan. Di dalam Islam sendiri pembentukan hukum dan pembuatan aturan
harus dengan prinsip kemaslahatan yang melahirkan sepenggalan dalam syariat
dan tidak bisa dikecualikan ataupun dipisahkan. Walaupun tidak dikatakan dan
ditegaskan secara eksplisit dalam nash, hal itu sangat penting bagi manusia,
terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (Darariyat). Jadi,
kemaslahatan adalah bagian dari asas dan juga fondasi tasyri' yang sangat
memungkinkan untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan serta berpengaruh dan
berperan didalam kehidupan Islam apabila berupaya dan juga memaknainya
dengan jelas.

Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ (4) ayat 26

dengan bunyi:®

ale A5 aSle gy g oSLE (e Al i oS5 g5 oS (il )
s

Menurut ayat di atas, hanya Allah yang benar-benar tahu kemaslahatan
apa yang baik untuk manusia karena Allah lah menciptakan manusia di dunia, dan

Allah juga lebih tahu aturan apa yang baik manusia hidup di bumi-Nya. Jika

8 Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: Lubung Agung, 1989).



manusia membuat aturan sendiri dan bukan berdasrkan dengan ketentuan yang
telah Allah berikan, maka manusia telah menentang-Nya.

Untuk mendukung kesejahteraan lahiriah masyarakat dalam suatu wilayah
tertentu benar-benar membutuhkan kemaslahatan umum. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI), “kemaslahatan” berarti kebaikan, kegunaan, manfaat,
atau kepentingan, dan “manfaat” mengandung arti yang berguna. Selain itu,
manfaat juga dapat didefinisikan sebagai kebalikan atau kontras dari rugi atau
buruk. Dengan mempertimbangkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
masl/ahah merupakan sesuatu yang bisa menolong semua ciptaan Allah di dunia
ini untuk melindungi maksud dari perintah serta ketentuan Allah, antara lain
melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.’

Akan sangat menarik apabila kajian terkait pembentukan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 ini diwarnai juga oleh konsep-
konsep Islam dari kajian mas/ahah. Selain itu, untuk memungikinkan hukum tata
negara Indonesia mengadaptasi dan menerima elemen penting dari luar, seperti
yang berkaitan melalui pengadopsian hukum tata negara Islam dengan dogma figh
siyasah yang memperhitungkan presepsi kemaslahatan yang menjadi acuan dalam
hukum tata negara dan Islam. Segala upaya ini dibuat serta dilaksanakan demi
kepentingan masyarakat, artinya ide-ide yang lebih  menguntungkan
keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih untuk kepentingan

bersama.

® Departemen Pendididikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1996), him. 634.



Berangkat dari kerangka awal pemikiran diatas, penulis terdorong untuk
meneliti lebih lanjut serta mendalam mengenai “Legal Reasoning Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 Tentang Syarat Usia Capres
Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan
Umum Ditinjau dari Perspektif Maslahah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau asumsi awal yang ingin dikaji secara mendalam
seperti yang telah dijabarkan kedalam kerangka pemikiran sebelumnya, sehingga
penulis mempersoalkan beberapa pertanyaan mendasar antara lain:

1. Bagaimana legal reasoning hakim dalam memutus Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang syarat usia capres cawapres
atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum?

2. Bagaimana legal reasoning hakim dalam memutus Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang syarat usia capres cawapres
atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
ditinjau dari perspektif mas/ahah?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis mengerucutkan pertanyaan diatas, maka pengkajian yang
dilakukan mempunyai jangkauan yang ingin digapai, diantaranya:

a. Akan menganalisa legal reasoning hakim dalam memutus Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang syarat usia
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capres cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum.

b. Akan menjelaskan legal reasoning hakim dalam memutus Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang syarat usia
capres cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang
pemilihan umum ditinjau dari perspektif mas/aiah.

2. Kegunaan Penelitian
Setelah tujuan penelitian tercapali, selanjutnya adalah mencapai dari tujuan
penelitian itu sendiri. Ada 2 jenis kegunaan dalam penelitian ini, yaitu hasil
penelitian ini sekiranya diharapkan mampu membantu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan wawasan, serta memberikan dan menemukan jawaban atas
permasalahan yang menjadi bahan pertanyaan, ini disebut kegunaan teoritis.
Sedangkan yang kedua yaitu kegunaan berdasarkan kepraktisan nya. Antara lain:

a. Dapat memberikan sumbangan ataupun untuk menambah informasi pada
bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Syariah dan
ketatanegaraan.

b. Dapat menambah informasi ataupun wawasan bagi para pustakawan dan
perpustakaan. Serta mampu memberikan pandangan bagi para ahli
hukum.

c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang problematik terhadap
legal reasoning hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal
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169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau
dari perspektif mas/ahah.
D. Telaah Pustaka
Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi sudah banyak diteliti
oleh peneliti-peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun dalam bentuk
buku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa
yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus pada pandangan
Islam terhadap legal reasoning hakim dalam memutus Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas
Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari
perspektif mas/ahah. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan putusan
Mahkamah Konstitusi antara lain:
Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dan Akbar
Raga Nata dengan judul “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi
Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023”. Artikel ini
berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi
(the guardian of constitution), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman.
Apabila terdapat undang-undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi
(inconstitutional), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan undang-
undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari undang-
undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah final and binding. Pada kajian kali

ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan Mahkamah
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Konstitusi yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji ulang seperti
putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian
kepustakaan.®

Artikel yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno dengan
judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”. Artikel
ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023
tentang batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan dokumen
hukum. Hasil penelitian mengungkapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi
sebagaimana diatur Undang-undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait
pengujian konstitusionalitas undang-undang. Namun, terkait Putusan Nomor
90/PUU-XX1/2023, artikel ini berpendapat bahwa penambahan persyaratan usia
di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi ranah legislatif.
Penelitian ini mencermati pentingnya menjaga independensi kehakiman untuk
melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.!*

Artikel yang ditulis oleh Novitalia, Khairani Hasibuan, dan Budi Aspan
dengan judul “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023”. Artikel ini menganalisis tentang

10 Nata dan Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap
Putusan MK Nomor 90/PUU-XX1/2023,” Sanskara Hukum dan HAM, Vol. 2:2 (2023).

1 Febriansyah dan Prayitno, “Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres,” Jurnal Mitra Indonesia,
Vol. 2:3 (12 Februari 2023).



13

bagaimana kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan
Hakim, dengan metode normatif yuridis, dengan hasil penelitian bahwa
kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI1/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan Hakim
menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Kostitusi selaku lembaga
independent Negara. Adapun Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023, Hakim
Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan teknik silogisme dan kurang
memperhatikan teknik secara analitis dan equatabel sehingga kredibiltas
Mahkamah Konstitusi selaku lembaga publik yang independent mengalami
penurunan kredibilitas di mata publik.?

Jurnal yang ditulis oleh Bayu Aji dengan judul “Inkosistensi Mahkamah
Konstitusi Tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan
Nomor 90/PUU-XX1/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020”. Jurnal
ini membahas tentang kedudukan hukum pemohon dalam perkara konstitusi
pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat
mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang
memberikan Putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu
Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU XV111/2020, di
mana dari kedua Putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang
syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun Mahkamah Konstitusi

memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian

2 Novitalia, dkk., “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor
90/PUUXX1/2023,” Enrich: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra, Vol. 22:1 (Januari 2024).
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ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon
dalam  Putusan  Nomor  90/PUU-XX1/2023 dan  Putusan =~ Nomor
74/PUUXVI111/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahakamah
Konstitusi tentang kedua putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif
dengan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini menemukan bahwa
terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh
Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUUXV111/2020 yang
tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap
Putusan 90/PUU-XXI1/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal
tersebut menunjukan sikap inkosistensi Mahkamah Konstitusi terhadap
kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum
terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya menunjukan
konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan
permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka.'®

Jurnal yang ditulis oleh Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad
Siddiq Armia dengan judul “Analisis Siyasah Qada’iyyah  Terhadap
Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini membahas
tentang prinsip siyasah qada’iyyah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi
dalam pemberhentian Presiden dan bagaimana relevansi konsep siyasah

qada’iyyah terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah

13 Alan Bayu Aji, “Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan
Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-
XVI11/2020,” Soedirman Law Review, Vol. 5:4 (2024), him. 39-56.
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Konstitusi. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia
hanya dapat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), hanya dengan terlebih dahulu mengajukan
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan
secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau
Wakil Presiden.

Apabila nantinya putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyatakan
Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat
diteruskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbeda halnya dengan di Indonesia, dalam
sistem ketatanegaraan Islam pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan
lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam juga
memiliki lembaga peradilan (gada iyyah). Untuk menjawab pertanyaan tersebut
digunakan penelitian library research dengan pendekatan perundang-undangan
(statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan siyasah qada’iyyah  terhadap
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dapat
disamakan dengan kewenangan Wilayah almazhalim dalam mengadili berbagai
kezaliman, penganiayaan dan kesewenangwenangan penguasa atau kepala negara
terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep siyasah qada’iyyah relevan dengan
konsep peradilan di Indonesia. Keduanya samasama merupakan peradilan yang

merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun.
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Berdasarkan hal tersebut, maka konsep siyasah qada’iyyah relevan dengan
kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.**

Skripsi yang ditulis oleh Novita Damayanti dengan judul ‘“Analisis
Siyasah Dustiriyyah Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan
Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 44
P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVI11/2019)”.
Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan judul Analisis Siyasah
Dustiriyyah Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan
Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MA Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan
MK Nomor 39/PUU-XV11/2019). Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan
masalah, yaitu: (1) Bagaimana inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor
44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XV11/2019?
(2) Bagaimana Analisis Siyasah Dustiriyyah terhadap inkonsistensi Putusan
Mahkamah Agung Nomor44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 39/PUU-XVI1/2019?, serta menjawab Analisis Siyasah Dustiriyyah
Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah
Konstitusi (Studi Putusan MA Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan MK Nomor
39/PUU-XVI1/2019). Skripsi ini  menggunakan metode penelitian hukum
normatif, bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui
studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif sesuai dengan rumusan
masalah yang diangkat yang kemudian dianalisis dari hukum islam yaitu figh

Siyasah khususnya dalam bidang Siyasah Dustiriyyah. Hasil penelitian ini

14 Mulia Sari, dkk., “Analisis Siyasah Qadha’iyyah terhadap Pemberhentian Presiden
Melalui Mahkamah Konstitusi,” Japhtn-Han, Vol. 2:1 (2023), him. 37-62.
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menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Putusan yang bersifat
final dan mengikat ternya menuai problem khususnya dalam Inkonsistensi antara
Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor39/PUU-XV11/2019.%°

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waffa Kamal Sahir dengan judul
"Analisis Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-
XX1/2022 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif
Siyasah Dustiriyyah”. Penelitian ini membahas tentang beberapa hal yaitu; 1)
Potret konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai
Wakil Presiden; 2) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-
XX/2022 perspektif teori siyasah dustariyyah; 3) Legal reasoning Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 perspektif teori penafsiran
hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif,
dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan vyaitu; 1) Pendekatan
Perundang-undangan (statute approuch) dengan menelaah terhadap UUD 1945
dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Pendekatan
konseptual (conceptual approuch) dengan menggunakan teori Siyasah
Dustiuriyyah yang digunakan sebagai salah satu landasan pokok dalam penelitian;
3) Pendekatan kasus (case approuch) yang digunakan untuk menganalisis kasus
putusan Mahkamah konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022. Terdapat 3 (tiga)
sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan

tersier yang diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

15 Novita, "Analisis Siyasah Dustiiriyyah terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah
Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi," Skripsi Strata Satu, UIN Sunan Ampel (2022).
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Hasil penelitian ini adalah; 1) Konstitusionalitas Presiden dua periode
yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD
1945 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal dua
periode pada jabatan yang sama. Isu terkait dengan Presiden dua periode yang
akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden baik secara filosofis, yuridis,
maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika hukum
dan tidak seharusnya dilakukan; 2) Masalah Presiden dua periode yang
mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden menurut PMK Nomor 117/PUU-
XX/2022 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, dan melanggar
konstitusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep imamah teori Siyasah
Dustiriyyah bahwa khalifah yang memimpin negara tanpa ada batasan masa
jabatan hanya akan menimbulkan madharat bagi masyarakat; 3) Legal reasoning
yang merupakan ijtihad Hakim harus dicantumkan secara jelas dalam putusannya.
Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum (legal reasoning) PMK Nomor
117/PUU-XX/2022 menggunakan dua metode penafsiran hukum yakni metode
penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis.®

Tesis yang ditulis oleh Yopa Puspita Sari dengan judul "Fenomena Calon
Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyasah
Dustiriyyah™. Tesis ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam
pemilihan kepala daerah (Pilkada) perspektif demokrasi dan Siyasah Dustiriyyah.

Pilkada merupakan satu proses politik untuk menentukan pemimpin secara

16 Ahmad Waffa Kamal Sahir, ”Analisis Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 117/PUU-XXI1/2022 tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif
Siyasah Dustiriyyah," Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
(2023).
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langsung sesuai dengan hati nurani rakyat untuk menuju kehidupan yang lebih
demokratis. Munculnya fenomena baru pada pelaksanaan pemilihan kepala
daerah secara langsung pertama kali, yaitu di beberapa daerah yang melaksanakan
pilkada diikuti satu pasangan calon. Namun, hal tersebut tidak berhenti pada
pilkada pertama saja, pada priode kedua dan ketiga pilkada calon tunggal semakin
bertambah. Hal tersebut secara umum akan mengurangi kualitas dari demokrasi
disuatu negara. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini,
yaitu bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap
pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal? dan bagaimana pandangan
Siyasah Dustariyyah terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?.
Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian yuridis normatif, dengan
menggunakan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan Perundang-
undangan (statue approach) serta pendekatan yang lainya yang berhubugan
dengan judul penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah di atas adalah, secara
demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan
dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan
dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi karena semangat
demokrasi secara harfiah mengaharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-
banyaknya. Selain itu, dalam fiqih Siyasah Dustiriyyah tidak ditemukan secara
jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun,

secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon
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tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah
ditentukan.’

Jurnal yang ditulis oleh Haru Permadi dengan judul “Konflik Kepentingan
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023”. Jurnal ini
membahas tentang Putusan Nomor 90/PUU/XXI1/2023.  Putusan tersebut
berakibat warga negara Indonesia, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang
berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat mendaftar sebagai calon Presiden
atau Wakil Presiden. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sontak memunculkan
berbagai macam wacana karena keikutsertaan Anwar Usman dalam pemeriksaan
dan pengambilan Putusan. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui apakah
terdapat  konflik  kepentingan dalam  pemeriksaan  perkara  Nomor
90/PUUXXI1/2023 dan apa akibat hukum Putusan perkara tersebut bila terdapat
konflik kepentingan di dalam proses persidangannya. Penulisan ini dilakukan
dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan
pendekatan kasus. Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat konflik
kepentingan dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI1/2023 karena
Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah
Konstitusi. Berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XX1/2023, terdapat cacat
formal bila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutus terjadi

pelanggaran kode etik dan kode perilaku.8

17 Yopa Puspitasari, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah
Perspektif Demokrasi dan Siyasah Dustiiriyyah," Tesis Magister, Institut Agama Islam Negeri
Bengkulu (2020).

18 Permadi dan Wardhana, “Konflik Kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-
XX1/2023,” Maksigama: Jurnal llmiah Hukum, Vol. 17:2 (November 2023).
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Jurnal yang ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari dan
Riska Anggraini, dengan judul “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023”. Jurnal ini membahas tentang
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang memuat adanya
konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan Hakim
ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah
Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi
Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius
terhadap kode etik dan prilaku Hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar
Usman. Artikel ini meneliti akar permasalahan legal reasoning dalam putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengkaji secara
komprehensif serta dampak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Pengumpulan
data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder
seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan,
dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus
pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis
menyoroti adanya pelanggaran kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan,
integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepantasan yang dilakukan
olen Hakim Anwar Usman, sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti komponen keberhasilan hukum
sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama seperti komponen

struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Penelitian ini memiliki
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implikasi penting baik dalam ranah akademik, praktik,maupun kebijakan publik.
Pertama dari segi akademik, penelitian ini menjadi referensi bagi studi hukum tata
negara dan konstitusionalisme di masa depan, kedua dalam praktik hukum,
penelitian ini  memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan
mengaplikasikan terkait prinsip prinsip legal reasoning yang lebih konsisten dan
transparan, ketiga dari perspektif kebijakan publik, penelitian.t®

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mudatsir dengan judul “Melacak
Kerancuan Legal reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
90/PUU-XXI1/2023: Analisis dengan Metode IRAC. Jurnal ini membahas
Penegakan hukum yang tegas dalam negara hukum melibatkan peran krusial
Hakim dalam mengikuti peraturan peradilan. Namun, adakalanya putusan-
putusannya mengundang polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
karena tidak didasarkan pada alur berpikir hukum yang tepat. Terutama dalam isu
yang berkaitan dengan pemilu yang seharusnya menjadi sarana penegakan
kedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum. Artikel ini dengan menggunakan
metode IRAC membedah kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XX1/2023 yang sarat nuansa politik.
Berdasarkan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang
didukung literatur penelitian hukum, beberapa hal menjadi catatan, yaitu terkait
legal standing pemohon, ketidaksesuaian amar putusan mahkamah dalam

menghitung Hakim yang melakukan dissenting opinion, dan tidak

19 Kristiawan Putra Nugraha, “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan
Mahkamah,” Jurnal Fundamental Justice, VVol. 5:2 (2024).
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diperhatikannya norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.?

Jurnal yang ditulis oleh Nur Iftah Isnantiana, dengan judul “Legal
reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan”. Jurnal ini
membahas bahwa Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam
membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intektual,
juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa
keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada
berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang
dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan Legal reasoning, Legal
reasoning diartikan sebagai pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian
dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum.
Legal reasoning merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan
suatu perkara. Legal reasoning oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek
filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian
hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan
beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistimatis, Historis dan
Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristis, Restriktif,
Ekstensif dan atau. A Contrario. Hasil dari telaah tentang Legal reasoning adalah
bahwa Legal reasoning juga merupakan hasil ijtihad Hakim dalam membuat

putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau

2 Ahmad Mudatsir dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan
MK 90/PUU-XX1/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” Peradaban Journal of Law and Society,
Vol. 2:2 (2023).
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Legal reasoning harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar
dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum
tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta
hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan,
yurisprodensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan
metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau
dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.?

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz, dengan judul Analisis
Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil
Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023". Jurnal
ini membahas Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga yang di fungsikan
untuk menengahi konflik elektoral, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi
memiliki kewenangan dalam pengujian Undang-Undang Dasar. Akses yang
dimiliki MK bersifat final dan tidak ada banding dalam artian mengikat bagi
semua pihak. Setelah perubahan ketiga pada konstitusi, muncul kontroversi
terbaru yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya
menjadi pengadilan tertinggi di Republik Indonesia. Ironisnya, masalah baru
muncul dari lembaga tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab menjaga
marwah, stabilitas, dan kepercayaan rakyat Indonesia. Perbincangan saat ini
berkisar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI1/2023
mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres),

yang berujung pada kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguiji

2L Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di
Pengadilan,” Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 18:2 (2017).
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materi terkait syarat usia capres-cawapres yang tercantum dalam Pasal 169 huruf
g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan diterimanya sebagian uji materi tersebut, orang yang belum
mencapai usia 40 tahun diperbolehkan maju sebagai capres atau cawapres, asalkan
memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat yang dipilih melalui
pemilu. Akibat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran
Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun, dapat maju sebagai cawapres.
Kontroversi muncul karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang
merupakan adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran, mengetuk palu keputusan
tersebut. Pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi, muncul tudingan terkait dinasti
politik dan nepotisme. Kritik juga datang dari berbagai pihak, dengan setidaknya
20 aduan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode
etik dan konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Beberapa pihak menyoroti
bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang terjadinya dinasti
politik dan nepotisme, mengingat keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo
dalam putusan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip
demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen dan adil.??

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori berikut digunakan untuk menganalisis penelitian ini guna untuk

membedah penelitian dan memberikan pengayaan baru kepada penelitian secara

keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus, kerangka teori diperlukan.

22 Aziz, “Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon
Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023,” Jurnal Media
Akademik, Vol. 2:3 (2024).
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1. Legal Reasoning

Legal reasoning menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu penalaran hukum
yang digunakan Hakim untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu
kasus. Legal reasoning juga merupakan bagian dari putusan pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para Hakim legal reasoning ini
berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang
Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta
mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti
memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak
menimbulkan ekor perkara baru. Tugas Hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan
putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Legal reasoning Hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait
dengan tugas pokok seorang Hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan
mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian
Hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada
yang berkepentingan hak atau hukumnya.?

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang
diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data
yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi,
persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan.
Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung

jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal

2 Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2002), him.
203.
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5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam
memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang
terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti,
dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai
pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari
kaidah-kaidah hukum yang ada. Legal reasoning diartikan sebagai pencarian
“reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim
memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan
hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi
Yudisial.

Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa putusan Hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan,
pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian
diucapkan oleh Hakim di persidangan.?*

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh
Hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka
Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil
putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah

melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat,

24 1bid., him. 204.
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pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan
mengenai cacat tidaknya suatu putusan Hakim harus ditinjau dari asas-asas
putusan yang harus diterapkan dalam putusan.?® Pada hakikatnya asas-asas
tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun
2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu; memuat dasar alasan yang jelas dan
rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi
tuntutan dan diucapkan di muka umum.

2. Maslahah

Menurut Imam Al-Ghazali dalam tulisan KH. Ahmad Munif Suratmaputra
maslakah didefinisikan secara mendalam sebagai menelusuri sebuah yang
mengandung kegunaan (bermanfaat) maupun mengesampingkan sesuatu hal yang
zalim (mudharat). Selanjutnya setiap orang dengan kesengajaan menghapuskan
ataupun meniadakan aspek-aspek dari kelima hal tersebut dimaknai sebagai
mafsadat.?

Adapun pendapat al-Ghazali mengenai persyaratan maslakah agar bisa dipakai
sebagai dalil hujjah:

a. Maslagah mursalah aplikasinya sejalan dengan tujuan syara

b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara (Al-Quréan dan

Al-Hadits)

% Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), him. 798.
% Majma’ Al-Lughah Al 'Arabiyah, Al-Mu'jam Al-Wasit, (Kairo: Dar Al-Ma‘arif, 1972),
him. 520.
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c. Maslajsah itu termasuk dalam kategori maslakah dharuriyyah yaitu suatu
manfaat yang mendesak atau harus ditegakan sebagai kepentingan umum
masyarakat.?’

Maslakah terbagi kepada tiga tingkat kekuatan dan kategori, yaitu:
maslakah dharuriyyah (kemaslahatan primer), maslakah hajiyyah (kemaslahata
skunder), dan maslakah tahsiniyyah (kemaslahatan tersier).?

Kemaslahatan yang pertama yaitu maslakah daruriyyah bersifat utama,
sedangkan yang kedua yaitu maslakah hajiyyah bersifat sebagai mendukung yang
pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga yaitu maslaszah tahsiniyyah bersifat
sebagai pelengkap yang pertama dan kedua.

Imam Al-Ghazali berpendapat dimana meskipun kemaslahatan
bertentangan dengan harapan dan keinginan manusia, kemaslahatan wajib sesuai
dan searah kepada apa yang menjadi ketentuan syara' karena kemaslahatan
manusia terkadang didasarkan pada hawa nafsu dari pada kehendak syara’. Oleh
karena itu, berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, pertanda untuk menetukan
sebuah kemaslahatan pada dasarnya ada dalam tujuan syara’, tetapi bukan
kehendak berdasarkan pendapat manusia. Cara serta tindakan untuk menepiskan
apapun yang berbentuk sebuah kemudharatan yang terkait dengan kelima aspek

tersebut juga disebut sebagai maslahah.?®

27 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustafa Fi 'llmi Al-Ushul, (Bairut: Dar Al-Kutub Al
'llmiyah, 1983), him. 286.
28 1bid., him. 139.

29 Nasrun, Ushul Fikih, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 2001), him. 114.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Dalam menjawab dan mencari jalan jawaban dalam penelitian yuridis
normatif ini digunakan kajian pustaka atau library research, artinya upaya dalam
menghasilkan jawaban menggunakan jawaban menggunakan cara akumulasi fakta
maupun informasi dari berbagai bentuk. Baik itu membaca, mengutip,
membandingkan data yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini, serta
memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh data dalam
penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini berlandaskan kepada norma-norma
atau segala peraturan yang ada kaitannya dengan riset ini. Adapun objek dalam
proses riset yang dilakukan oleh penulis ialah pandangan legal reasoning dan
maslakah terhadap pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor
7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Sifat Penelitian
Riset yang dilakukan dalam hal ini adalah bersifat deskriptif analitis
dengan tujuan menghasilkan rekomendasi tentang aturan dan juga cara-cara
terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dikatakan bersifat deskriptif
karena menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan legal reasoning dan
juga maslakah. Selanjutnya dikatakan analisis karena tujuan dari penulis
melakukan riset ini untuk mengupas tentang pembentukan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas
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Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari
perspektif maslahah.
3. Pendekatan Penelitian
Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan cara yuridis-normatif atau
pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), maksudnya cara ini
digunakan untuk menelaah dan mengkaji terkait aturan yang bersangkutan dengan
problem hukum yang sedang diteliti. Mau hal tersebut sudah berbentuk penelitian
undang-undang ataupun tahap legislasi peraturan perundang-undangan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data, penulis dalam hal ini bekerja dengan
studi kepustakaan. Maksudnya adalah dengan cara penelusuran dan menganalisis
sumber daya pustaka yang berkaitan dengan topik serta mempunyai relevansi.
Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa teknik yang penulis gunakan seperti
dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan
pustaka yang terdapat kerelevansiannya.
5. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, antara lain:
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau sumber data
yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan. Seperti Undang-Undang
Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,
hukum Islam melalui al-qur’an, hadist dan beberapa peraturan yang mempunyai

kaitannya terhadap penelitian yang dilakukan.
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b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang mengarahkan
kepada asas-asas atau data yang sudah di kodifikasikan melalui beberapa bahan
yang telah terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dan buku
serta argumentasi para ahli yang diakses melalui media sosial dan lain
sebagainnya.

6. Analisis Data

Dalam proses penganalisisan, peneliti memakai cara deduktif kualitatif.
Tidak ada penafsiran yang jelas tentang bagaimana analisis deduktif kualitatif
secara sistematis, namun pada prinsipnya bahwa setiap aspek permasalahan
haruslah dijawab melalui analisis data dengan menunjukkan kaitan dan hubungan
antara satu dengan yang lain. Setelah itu data akan dianalisis untuk menghasilkan
sebuah pendapat atau analisanya. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan cara
sebuah penganalisisan dimana bertitik tumpu pada aturan umum untuk menarik
kepada aturan yang bersifat khusus.
G. Sistematika Pembahasan

Bab | merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian bagian yang
pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu
dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan
masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah.
Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam
penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang

karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan
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juga untuk mengentahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah
dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau
kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Keenam,
metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam
pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika
pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab Il membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub
kerangka teori yaitu tentang teori legal reasoning, maslakah dan kriteria usia
pemimpin dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis masalah yang
diangkat dalam penelitian ini.

Bab 11l memaparkan data yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang naskah akademik, pembentukan, dan pro
kontra.

Bab IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah
yang berupa legal reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-
XX1/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor
7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pandangan maslakzah terhadap legal
reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI1/2023 tentang
syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017
tentang pemilihan umum. Kemudian sampai kepada solusi yang penulis dapat
sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian,

kemudian memberikan Kkritik dan saran atas penelitian ini.



BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
1. Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 atas

Pasal 169 g UU Nomor 7 Tahun 2027 tidak sepenuhnya memenuhi standar

legal reasoning yang baik dan benar dalam sistem peradilan konstitusional.

Terdapat indikasi bahwa keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak

sepenuhnya berdasarkan analisis hukum yang mendalam dan transparan,

melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berpotensi menguntungkan
pihak tertentu.

a. Ketentuan pada Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017
mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena, memaksakan
rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden
berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan
oleh pembentuk undang-undang. Pasal ini juga dinilai bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 juga dinilai
bertetangan dengan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48
Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, alasan dari pembuatan
putusan ini tidak sepenuhnya memiliki alasan yang jelas dan rinci, Hakim
Mahkamah Konstitusi juga hanya mengabulkan sebagian dari bagian

gugatan dan menambah norma baru didalam putusan karena alasan dari
112
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pembuatan putusan ini tidak sepenuhnya memiliki alasan yang jelas dan
rinci, terlihat dari faktor menguntungkan pihak tertentu, juga hanya
mengabulkan sebagian dari bagian gugatan dan menambah norma baru.
2. Legal reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023
tentang syarat usia capres dan cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7
tahun 2017 tentang pemilihan umum, dinilai telah bertentantangan dengan
konsep masliahah menurut Imam Al-Ghazali, dan bertentangan pada Qs. Al-
Ahgaf ayat 15 terkait usia pemimpin dalam Islam. Tidak hanya itu, putusan
ini juga dinilai adanya unsur kepentingan yang dilakukan oleh salah satu
Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan putusan ini bertentangan
dengan nash pada HR. Muslim tentang kriteria Hakim dalam Islam.
Ketidaksesuaiannya putusan dengan nash-nash al-qur’an maupun hadist,
maka putusan tidak dapat dikatakan mas/akah karena tidak tercapainnya
tujuan penting dari mas/ahkah menurut Imam Al-Ghazali, vyaitu
kemaslahatan yang menyeluruh untuk seluruh umat.
B. Saran
1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi
seperti Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah
Konstitusi (MKMK) untuk lebih mengawasi dan memperhatikan legal
reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah putusan.
Mempertegas kembali tugas, fungsi dan wewenang Hakim Mahkamah
Konstitusi tersebut, agar putusan sah secara final dan tidak bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
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2. Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat transparansi dalam setiap proses
pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa
setiap pertimbangan hukum yang diambil didasarkan pada analisis yang
mendalam, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan secara
terbuka mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh
Hakim dalam setiap putusan akan meningkatkan kredibilitas serta
mengurangi kecurigaan publik terkait potensi konflik kepentingan.

3. Penulis menyadari bahwa penulis memiki keterbatasan dalam hal mengkaji
dan menganalisa problematika yang terjadi, sehingga tidak semua sudut
pandang perspektif mengenai legal reasoning ini bisa penulis lakukan.
Maka dari itu penulis mengharapakan kepada insan akademisi bisa
melajunkan analisa mengenai legal reasoning pembentukan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XX1/2023 tentang syarat usia capres
cawapres atas Pasal 169 huruf g UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan

umum ini dengan sudut pandang lainnya.
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https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-
soal-batas-usia-caprescaw _ apres-1t652f38c498a9¢e/?page=2, diakses 10
Desember 2024.

“Mengenal Siapa Almas Tsaqib Birru yang Membuat Wali Kota Solo Bisa Maju
Jadi Cawapres,” https://voi.id/berita/320441/mengenal-siapa-almas-tsagib-
birru-yang-membuatwalikota-solo-bisa-maju-jadi-cawapres, - diakses 10
Desember 2024.

“Nusron Wahid Putusan MK Tak Hanya untuk Gibran Tapi Kaum Muda,”
https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-6986471/nusron-
wahid-putusan-mKk-takhanya-untukgibran-tapi-kaum-muda-ri/amp, diakses
10 Desember 2024.

“Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia
Caprres Cawapres,” https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-
terkait-putusan-mk-soal-batas-usiacaprescawap res/, diakses 10 Desember
2024.
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“Pro dan Kontra Putusan MK Soal Capres Cawapres U-40 Sah-sah Saja,”
https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-6989755/Imnd-
pro-dan-kontra-putusan-mk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja/amp,
diakses 10 Desember 2024.

“Sesalkan Putusan MK Kabulkan Gugatan Terkait Usia Cawapres HNW Ingatkan
Pentingnya  Kenegarawan dan Rakyat Pemilik  Kedaulatan,”
https://www. mpr.go.id/berita/Sesalkan -Putusan- MK-Kabulkan-Gugatan-
Terkait-Usia- Cawapres, HNW:-Ingatkan -Pentingnya-Kenegarawan- dan-
Rakyat-Pemilik-Kedaulatan, diakses 10 Desember 2024.

S Pujianti,Bivitri, “Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu
Konstitusional,” https://www.mKkri.id/index.php?page=web.Berita&id=194
69&menu=2, diakses 10 Desember 2024.

Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Ahqgaf Ayat 15, https://tafsirweb.com/5178-surat-
al-ahgaf-ayat-15.html, diakses 29 Februari 2025.

U. Argawati, “Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi,” https://www
.mkri. id/index. php?page=web. Berita&id=18792&menu=2, diakses 10
Desember 2024.

“2 Hakim Konstitusi Ini Punya Alasan Berbeda Soal Syarat Batas Usia
CapresCawapres,” https://www.hukumonline.com/berita/a/2-Hakim-konsti
tusi-ini-punya-alasan-berbedasoal-syaratbatas-usia-capres-cawapres-
1t652f43457ec21/?page=2, diakses 10 Desember 2024.
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